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Halaman

raf RUU Kebudayaan

Ma51h Bisa Berubah

Pasal Kretek Tradisional Diduga Hasil “Susupan” di Baleg DPR

J‘AKARTA KOMPAS — Draf Rancangan
Undang—Undang Kebudayaan yang dibahas di DPR
mas1h bisa berubah. Para wakil rakyat didesak agar
serlus menghasilkan RUU yang berkualitas demi
]qemajuan bangsa. Pencantuman kretek tradisional
(falam dua pasal di rancangan tersebut ditolak.

H

' Demikian rangkuman penda-

pat dari beberapa budayawan

yang dihubungi secara terpisah
akarta,Kanns (24-/9) Me-

bhdayaan Umver51tas GadJa.h
Mada Yogyakarta Aprinus Salam,
dan pengajar Sekolah Tinggi Fil-
- safat Driyarkara Jakarta Ml.ld_]l
Sutrisno.

! AD Pirous mendukung penyu-
sunan RUU Kebudayaan sepan-
jang tidak menghambat pengem-
bangan kebudayaan yang -dina-
mis: Posisi pemerintah hanya se-
bagal penyedia fasilitas dan in-
frastruktur  kebudayaan = yang
tumbuh di masyarakat. ”Yang
perlu dilindungi hanya aset tra-
disional, seperti alat musik tra-
disional atau busana tradisional.

Kebudayaan yang berkembang
jangan diintervensi,” katanya:
Bagi Aprinus Salam, mekanis-

‘me tambal sulam dalam penyti-
sunan RUU . tersebut ; tldak .ma-

dal.l dilanggar akan merusak sub-
stansinya. !

Tolak pasal kretek
Sebagaimana diberitakan, saat
masuk dalam harmonisasi (pem-
bahasan) di Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR, tiba-tiba Pasal 37 dan
Pasal 49 RUU Kebudayaan di-
susupi penyebutan kretek tra-
disional sebagai salah satu se-
jarah dan warisan budaya yang
wajib dihargai, diakui, dan di-
lindungi pemerintah dan peme-

. rintah daerah. Disebutkan, pe-

merintah diminta membuat in-

ventarisasi dan dokumentasi ser-
ta memfasilitasi pengembangan
kretek tradisional. Pencantuman
itu memicu penolakan dari ber-
bagai kalangan.

Mudji Sutrisno mengungkap-
kan, penggunaan istilah RUU Ke-
budayaan dengan pengertian ke-
budayaan sebagai sesuatu yang
abstrak dan tumbuh dinamis itu
tidaklah tepat. Kebudayaan itu
acuan nilai yang terus berkem-
bang dan sulit untuk diun-
dang-undangkan Masuknya pa-

“Pencantuman pasal untuk
memfasilitasi ~  pengembangan
kretek tradisional itu meruntuh-
kan makna penyusunan RUU Ke-
budayaan itu sendiri,” ujar Mudji
Sutrisno.

Menurut Direktur Jenderal
Kebudayaan Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan Kacung
Marijan, pemerintah memasti-
kan tidak mengusulkan pencan-
tuman kretek tradisional dalam
RUU Kebudayaan. ”Ini adalah
RUU inisiatif DPR. Setelah resmi
diusulkan DPR, baru kami. akan
bicara,” katanya.

_emfasﬂltam pe-

Harus direvisi

Terkait munculnya pasal soal
kretek dalam RUU Kebudayaan,
‘Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera Abdul
Kharis al-Masyhari mengatakan,
pasal itu harus direvisi karena
kretek berpengaruh negatif bagi
generasi bangsa. ”’Kami menolak
pencantuman ' kretek tradisi-
onal,” katanya.

Kharis mengaku tak tahu siapa
yang memasukkan pasal itu. “Itu
bukan dari Panja (Panltla Kelj]a)

Anggota Komisi X darl Fraksi ;
Partai Amanat Nasional (PAN),
Teguh Juwarno, juga terkejut de-
ngan munculnya pasal soal kre-
tek tradisional. Dalam pemba-
hasan di Panja RUU Kebudayaan
ataupun di Komisi X, kata itu tak
muncul. “Fraksi PAN menolak
pasal tersebut masuk dalam draf
RUU Kebudayaan. Kami amat
menyayangkan kenapa bisa nye-
lonong setelah harmonisasi di Ba-
leg. Ini patut dicurigai. Jangan-ja-
ngan ada kepentingan industri
rokok kretek yang ngotot men-
dorong RUU pertembakauan,”
kata Teguh. (B12/ABK/NAW/IVV)
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